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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII1/2020 tentang
pengujian formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan
dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. Mahkamah Konstitusi
memerintahkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk
undang-undang untuk memperbaiki proses penyusunan Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XV111/2020 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu
Cipta Kerja. Hal tersebut menunjukan ketidakpatuhan Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat terhadap Putusan-Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XV111/2020 Rumusan.- masalah idalam Ipenelitians ini ;adalah.-pertama, Bagaimana
dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 91/PUU-
VXI11/2020? Kedua, bagaimana implikasi ketidakpatuhan tindak lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-VXII1/2020 dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan
bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang
diperoleh dianalisis secara interpretasi dan diolah melalui proses editing. Hasil
penelitian ini adalah pertama, dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi
dalam Putusan Mahkamah Kasntitusi Nomor 91/PUU-VXI11/2020 adalah
kewengan mahkamah, tenggang waktu pengujian formill, kedudukan hukum para
pemohon, dalam provisi; dalam' pokok permohonan, konklusi, amar putusan.
Kedua, implikasi ketidakpatuhan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-VXII11/2020 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu merusak
supremasi hukum, pembatalan keberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XV111/2020, menghasilkan produk hukum yang cacat formil, dan
menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pembentuk undang-undang.



